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PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
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TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban,
kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta
angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo, setiap rencana
pembangunan pusat kegiatan perlu dilakukan analisis
dampak lalu lintas;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Dampak Lalu Lintas perlu membentuk Tim Monitoring
dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 262);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 271);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 297);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun
2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan Kegiatan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 528);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu
Lintas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 78);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu
Lintas Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah :

a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas;

b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam
dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; dan

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 29 MANET 202 A-

BUPATISUKOHARJO,f

ETIK SURYAN 1

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

di Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

6. Anggota Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
551 /219 Thms 2022 -

29 pateT 2022,

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

TAHUN 2022
KEDUDUKAN KETERANGAN
NO JABATAN/NAMA DALAM TIM
1 2 | 4
1 | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
dalam pelaksanaan
kegiatan
2 | Kepala Dinas Perhubungan | Penanggung | Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo Jawab terhadap seluruh
kegiatan
3 | Kepala Bidang Lalu Lintas Ketua Bertanggung jawab
pada Dinas Perhubungan atas pelaksanaan
Kabupaten Sukoharjo kegiatan
4 | Sekretaris Dinas | Wakil Ketua | Bertanggung jawab
Perhubungan Kabupaten membantu tugas ketua
Sukoharjo
5 |Eko Agus Nur Prasetyo, Sekretaris Bertanggung jawab di
S.Kom. bidang kesekretariatan
NIP. 19830828 201001 1 013
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo
6 | Kepala Unit Dikyasa Satuan Anggota Bertanggung jawab
Lalu Lintas Kepolisian Resor sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
7 | Agus Purwanta, S.T. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19730824 200604 1 013 sesuai bidang
Analis Teknik Jalan dan tugasnya

Jembatan Ahli Muda pada
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo
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8 |Dewangga Wahyu Kuncoro Anggota Bertanggung jawab
Aji, S.STP sesuai bidang
NIP : 19940807 201507 1 001 tugasnya
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo

9 | Fuad Fakhrudin, S.M Anggota Bertanggung jawab
NIP : 19851114201101 1 009 sesuai bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda tugasnya
pada Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo

10 | Ardita Puspa Maulida, S.ST Anggota Bertanggung jawab
NIP : 199310062020122025 sesuai bidang
Analis Manajemen Lantas tugasnya
pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo

11 | Kurnia Saras Hartantri, S.ST Anggota Bertanggung jawab
NIP : 199709102020122019 sesuai bidang
Analis Manajemen Lantas tugasnya
pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo
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